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EPUBLIK INDOH

KESEPAKATAN BERSAМА

ANTARA

PEMERINTAH ΚABUPATΕΝ ΤΕΜANGGUNG

DAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN

ADMINISTRASI TERKAIT NARKOTIKA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/2/01.1/KSDPK-KSB/II/2026

NOMOR: SPKS /03 / II / 2026 / BNNK-TMG

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua

Puluh Enam (12-02-2026), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung,

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung

56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Тahun 2025 tanggal 28

januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah

Serentak tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-

2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;

2. SHARLIN TJAHAJA :

FRIMER ARIE

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan Narkotika Nasional Nomor:

KEP/1142/XII/KA/KP.04/2025/BNN tanggal 1

Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Temanggung, yang berkedudukan di Komplek Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja/Balai Latihan Kerja

(BLK) Jalan Gajah Mada Nomor 76 Maron

Sidorejo Temanggung, untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.



Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan

pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada

Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan

nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merup
akan

instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan t
ugas,

fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah

Kabupaten Temanggung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah; dan

bahwa PARA PIHAK demi kepentingan peningkatan pembangunan di

daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai

wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk

meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan

pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya,

sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka

Penyelenggaraan Pelayanan informasi, konsultasi, dan administrasi terkait

Narkotika pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung, dengan

menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja samana daerah dalam

rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk optimalisasi sumber daya PARA

PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di

Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUР

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan informasi, konsultasi,
dan administrasi terkait Narkotika pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Temanggung;
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(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. layanan informasi dan edukasi Pe
ncegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gel
ap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

b. layanan konsultasi rehabilitasi;

c. layanan konsultasi hukum;

d. layanan permohonan sosialisasi;

e. layanan permohonan rehabilitasi narkoba rawat jalan;

f. layanan pengaduan tindak kejahatan narkotika;

g. layanan umum; dan

h. layanan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Na
rkotika

(SKHPN).

(1)

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan

dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam

Kesepakatan Bersama ini dalam suatu Perjanjian Kerja Sama
.

(2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebaga
imana dimaksud

pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menguasakan kepada unsur pegawai

pada bidang masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.

(3) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui da
n saling

dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelen
ggaraan

pelayanan publik di Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui

pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif

diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAК

secara tertulis.

(4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau

diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak

memengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum

berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, dalam

hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat

mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
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Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka 
pelaksanaan Kesepakatan

Bersama ini dibebankan pada anggaran 
masing-masing PIHAK dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat berd
asarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan

Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan

kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan

sebagai berikut:

(2)

(3)

(1)

a. Pemerintah Kabupaten Temanggung

b.

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung

Jenderal Sudirman Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon : (0293) 491004

Email otdatmg@gmail.com

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung

Jalan Gajah Mada Nomor 76 Maron Temanggung

Telepon : (0293) 492401
Email bnnkab_temanggung@bnn.go.id

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan

perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum

diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap

menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).
Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur

dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan

secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan

satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini.
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(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini, akan diselesai
kan oleh PARA PIHAK secara

musyawarah untuk mufakat.

(3)

(4)

Dalam hal ini terdapat perubahan kebijakan pemeri
ntahan dan/atau

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berpengaruh terhadap

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati

PARA PIНАК.

Apabila terjadi pergantian pimpinan pada masing-masing P
IHAK, PARA

PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam
 Kesepakatan

Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang

menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,

tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama

ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk

masing-masing PIHAK, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf

hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten

Temanggung sebagai arsip dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang

baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

S
E
L
L
U
H

 B

1
0
0
0
0

PIHAK KEDUA,

IKA

METERAL

26DAMX317136583AL

SHARLIN TJAHAJA FRIMER ARIE

BUPATEN TEME
MAN

G

B
UPA

RIHAK KESATU,

S SETYAWANTEMANGOS

5












































































































































































































